PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL
PROVINSI JAWA BARAT

JI. Terusan Galunggung No. 9 Bandung 40263 9
085720222456

Ibmpwnujawabarat@gmail.com M|
https://sites.google.com/view/Ibm-pwnu-jawa-barat/beranda &

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL
LBM PWNU JAWA BARAT

“Standarisasi Emas dan Beras dalam Penentuan Zakat Profesi dan Zakat Fitrah”

Di Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi Kabupaten Majalengka

Majalengka, 7 Maret 2026 M/17 Romadhon 1447 H.



PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL
PROVINSI JAWA BARAT

JI. Terusan Galunggung No. 9 Bandung 40263 9
085720222456

Ibmpwnujawabarat@gmail.com M|
https://sites.google.com/view/Ibm-pwnu-jawa-barat/beranda &

Mushohih Perumus Moderator

1. KH. Ubaedillah Harits, M. Pd 1. KH. Zainal Mufid, S. Sos, M. Pd Kiai limin Nafr', M. Pd
2. Dr. KH. Maman Imanulhaq, MM | 2. Kiai Afif Yahya, SH Notulen
3. Dr. KH. Abu Bakar Sidik, M. Ag | 3. Kiai Moh. Mubasysyarum Bih, Ust. Nurkholis, S. Farm
4. KH. Ahmad Yazid Fattah SH, M.E.U H. Galby Hadzlq, 5. Sos
5. Kiai Ghufroni Masyhuda, S. Pd 4. Dr.KH. Aang Asy'ari, Le, M. S.i
6. KH. Ahmad Muthohar, M. Pd 5. KH. Nanang Umar Faruq
7. KH. Khozinatul Asror, S. Pd 6. KH. Muthiullah Hib, Lc, ME

7. Kiai Abdul Hamid, M. Pd

8. KH. M. N. A Syamil Mumtaz, M.

Pd

9. KH. Agus Aliyuddin

10. KH. Agan Sugandi, S. Pd

11. Kiai Rifki Ahmad Husaeri, M. Ag

12. Kiai Abbas Fahim, MA

13. KH. Fauzi Yusuf, SE, S. Pd

14. Kiai Aping Ropiqin, S. Pd

Narasumber
Dr. Muhammad Hasbi Zaenal, Ph. D
(Direktur Pusat Kajian Strategis BAZNAS RI)
As’ilah
1. Standarisasi Emas dan Beras dalam Penentuan Zakat Profesi dan Zakat Fitrah

Deskripsi Masalah

Dalam beberapa waktu terakhir terjadi perubahan wacana dalam penetapan
nisab zakat penghasilan di Indonesia yang dipicu oleh dinamika ekonomi dan fluktuasi
harga emas. Data penghimpunan dana zakat, infak, dan dana sosial keagamaan
menunjukkan adanya pertumbuhan yang tidak merata. Pada tahun 2023 total
penghimpunan mencapai sekitar Rp10,335 triliun dan meningkat pada tahun 2024
menjadi sekitar Rp11,622 triliun (tumbuh +12,45%). Namun jika dilihat lebih rinci,
beberapa jenis penghimpunan justru mengalami penurunan, seperti infak/sedekah yang
turun sekitar 3,45% dan dana sosial keagamaan lainnya yang turun hingga lebih dari
65%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan indikator ekonomi dan kebijakan
penghitungan zakat berpotensi berpengaruh terhadap jumlah muzakki maupun tingkat
partisipasi masyarakat.!

Salah satu isu utama yang mengemuka adalah rencana penyesuaian acuan zakat
penghasilan dari harga emas 24 karat menjadi emas 14 karat. Selama ini nisab zakat
penghasilan dianalogikan dengan nisab emas sebesar 85 gram per tahun dengan kadar
zakat 2,5%. Akan tetapi, lonjakan harga emas global dalam periode 20242025 tercatat
meningkat sangat tajam, bahkan pertumbuhannya melampaui 100%. Kenaikan tersebut
tidak berjalan sebanding dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat yang rata-rata

! Baznas
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hanya meningkat sekitar 3,5% 6% per tahun. Ketidakseimbangan ini menyebabkan
ambang nisab berbasis emas murni menjadi semakin tinggi sehingga berpotensi
mengurangi jumlah orang yang masuk kategori wajib zakat.’

Simulasi perbandingan nilai nisab berdasarkan kadar emas menunjukkan
perbedaan yang signifikan. Jika menggunakan standar emas 24 karat, nisab tahunan
diproyeksikan berada di kisaran lebih dari Rp150 juta per tahun (sekitar Rp13 juta per
bulan). Standar 22 karat dan 21 karat masih berada pada kisaran di atas Rp11 juta per
bulan. Sementara itu, apabila menggunakan emas 14 karat, nisab turun menjadi sekitar
Rp91 juta per tahun atau sekitar Rp7,6 juta per bulan. Penurunan ambang ini dinilai
lebih mendekati kondisi rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia yang berada pada
kisaran Rp6—7 juta per bulan, sehingga secara sosial-eckonomi dianggap lebih
representatif.

Kajian teknis tentang kadar emas pun menunjukkan bahwa emas 14 karat masih
memiliki kandungan emas murni sekitar 58,3%, yakni berada di atas ambang dominasi
setengah komposisi logam. Menurut materi yang disusun oleh Direktorat Kajian dan
Pengembangan ZIS dalam perspektif fikih madzhab Hanifiah mengenai logam
campuran, suatu benda masih dapat dihukumi sebagai emas apabila kandungan
emasnya lebih dominan dibanding campurannya. Hal inilah yang kemudian dijadikan
salah satu dasar argumentasi penggunaan standar emas 14 karat sebagai pendekatan
penyesuaian nilai tanpa meninggalkan prinsip asal pengukuran dengan emas.’

Muncul rekomendasi untuk mengembalikan standar nisab pendapatan kepada
analogi zakat pertanian (Ziro’ah) yang menggunakan harga makanan pokok (beras)
sebagai acuan. Skema ini didasarkan pada argumen bahwa pendapatan profesi
merupakan "hasil langsung" dari pekerjaan sebagaimana panen pada pertanian,
sehingga nisabnya disetarakan dengan 5 ausaq atau sekitar 653 kg beras. Berdasarkan
proyeksi 2026, nisab dengan standar beras medium (Rp14.542/kg) berada pada angka
Rp91.440.096 per tahun atau Rp7.620.008 per bulan. Standar ini dinilai lebih stabil dan
relevan dengan realitas kenaikan upah minimum nasional (3,5-6%) serta lebih
mencerminkan rasa keadilan sosial bagi para muzaki di Indonesia.

Terdapat pula simulasi penggunaan standar perak. Dengan harga perak yang
jauh lebih rendah, nisab setara perak menghasilkan ambang sekitar Rp29 juta per tahun
atau sekitar Rp2,4 juta per bulan.* Nilai ini sangat berbeda dengan standar emas dan
berimplikasi pada semakin luasnya cakupan masyarakat yang tergolong wajib zakat.
Perbedaan ekstrem antara standar emas dan perak inilah yang menimbulkan perdebatan
mengenai standar mana yang lebih mencerminkan keadilan, kemampuan ekonomi riil,
serta tujuan distribusi zakat.

Di lain kondisi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI resmi menetapkan
besaran zakat fitrah tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sebesar Rp50.000 per jiwa, atau
setara dengan 2,5 kilogram beras premium. Penetapan ini bukan sekadar rutinitas
tahunan, melainkan sebuah respons strategis terhadap kondisi ekonomi global yang
tidak menentu. Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menegaskan
bahwa angka tersebut diputuskan melalui kajian mendalam  dengan
mempertimbangkan fluktuasi harga pangan serta daya beli masyarakat di berbagai
wilayah Indonesia.

Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 14 Tahun 2026 ini diharapkan menjadi
pedoman seragam bagi BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Lembaga Amil
Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia. Melalui sinkronisasi narasi antara zakat fitrah dan
standarisasi nisab berbasis bahan pokok, BAZNAS berupaya memastikan bahwa
sistem zakat tetap menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang inklusif, relevan, dan
mampu menjangkau potensi muzaki secara maksimal tanpa mencederai rasa keadilan
sosial di tengah masyarakat.

2 Materi penyempurnaan kajian nisab pendapatan dan jasa 2026 oleh Direktorat Kajian dan
Pengembangan ZIS DSKL Nasional

3 Materi penyempurnaan kajian Nisab

4 Materi penyempurnaan kajian Nisab
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Pertanyaan

A. Apakah dibenarkan menurut syariat penggunaan standar emas 14 karat dalam
menentukan nisab zakat profesi?

Jawaban

Pada dasarnya, kewajiban zakat emas campuran ditemukan rujukannya dalam
khazanah fikih Hanafi, jika kandungan emasnya lebih dominan (lebih dari 50%).

Namun, penggunaan standar emas 14 karat sebagai acuan tunggal skala nasional dalam
menentukan nisab zakat profesi tidak tepat secara syariat. Dengan pertimbangan
sebagai berikut:

1. Prinsip dasar zakat adalah tu’khadzu min aghniya’ihim wa turaddu ala
fugaraihim (diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin).
Penggunaan karat yang rendah dan dengan teknis perhitungan yang mengacu
kepada penghasilan bruto sangat berisiko memungut zakat dari kelompok
masyarakat yang secara ekonomi belum masuk kategori kaya (ghani).

2. Pengabaian Had Al-Kifayah (batas kelayakan hidup). Penetapan standar
tunggal 14 karat tidak mempertimbangkan variasi biaya hidup layak (had al-
kifayah) yang berbeda di setiap daerah. Hal ini berpotensi membebani
masyarakat yang penghasilannya secara nominal di atas nisab emas 14 karat,
namun secara riil masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya.

Referensi
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Pertanyaan

B. Apakah dibenarkan menurut syariat penggunaan standar nisob ziro’ah dalam
menentukan nisob zakat profesi?

Jawaban:

Penggunaan nisab zira'ah dan perak sebagai standar nisab zakat profesi diakui oleh
sebagian ulama, namun forum menyepakati bahwa pendapat tersebut tidak dapat
dibenarkan dalam konteks zakat di Indonesia karena pertimbangan berikut:

1. Penggunaan nisab zira’ah yang cenderung rendah akan memberatkan
masyarakat, terutama karena teknis perhitungan zakat profesi di Indonesia
mengacu pada pendapatan bruto.

2. Terdapat perbedaan fundamental antara pendapatan profesi dan zakat zuru’
(hasil bumi). Zuru’ merupakan kebutuhan primer dan penopang hidup manusia
(giwam ma’asy al-insan), sehingga wajar jika nisabnya kecil demi memenuhi
kebutuhan dasar mustahiq. Karakteristik ini tidak ditemukan pada objek zakat
profesi.



PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL
PROVINSI JAWA BARAT

JI. Terusan Galunggung No. 9 Bandung 40263 9
085720222456

Ibmpwnujawabarat@gmail.com M|
https://sites.google.com/view/Ibm-pwnu-jawa-barat/beranda &

Rekomendasi:

1. Menegaskan peran BAZNAS sebagai eksekutor (pelaksana), bukan regulator.
Kebijakan terkait hukum syariat, seperti penetapan standar nisab dan kadar
karat emas, harus dikembalikan kepada otoritas yang berwenang (Lembaga
Fatwa).

2. Mengubah regulasi perhitungan zakat profesi yang semula memakai metode
bruto menjadi metode netto, di mana nisab dihitung dari sisa pendapatan
setelah dikurangi kebutuhan pokok personal dan keluarga yang ditanggung.

3. Penentuan standar karat emas untuk nisab disesuaikan dengan harga emas dan
tingkat kebutuhan pokok masyarakat di daerah masing-masing.

Referensi:
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